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ABSTRAK 

Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam mewujudkan 

keadilan melalui judicial review. Penelitian ini mengkaji Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 178/PUU-XXII/2024 terkait problematika 

frasa “sarjana hukum” dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Kejaksaan sebagai syarat calon jaksa. Putusan Mahkamah 

Konstitusi yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima 

menimbulkan persoalan konstitusional karena tidak menghilangkan potensi 

diskriminasi berbasis formalitas gelar akademik tanpa mempertimbangkan 

keadilan substantif dalam rekrutmen kejaksaan. Skripsi ini memiliki 

rumusan masalah: 1) Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah 

Konstitusi dalam menguji keadilan persyaratan “sarjana hukum” bagi calon 

jaksa? dan 2) Bagaimana tinjauan fiqh siyãsah dustūriyah terhadap 

pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menguji keadilan 

persyaratan “sarjana hukum” bagi calon jaksa? 

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan 

konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan 

meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Kejaksaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

178/PUU-XXII/2024, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, 

buku, jurnal, skripsi, dan pendapat ahli. Teknik pengumpulan bahan hukum 

dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum 

menggunakan metode deduktif dengan mengaplikasikan teori keadilan, 

teori politik hukum, teori kewenangan, teori hak asasi manusia dan teori fiqh 

siyãsah dustūriyah untuk menganalisis isu hukum yang dikaji. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan tidak dapat 

diterima dalam permohonan pengujian mengandung ketidaksesuaian 

dengan prinsip keadilan dan kesetaraan (equality before the law). Secara 

yuridis, terdapat kontradiksi antara pengakuan formal kesetaraan gelar 

akademik dengan praktik seleksi yang membatasi akses jabatan berdasarkan 

nama program studi, sehingga melanggar Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 

1945. Dari perspektif fiqh siyāsah dustūriyah, putusan ini bertentangan 

dengan prinsip keadilan Islam yang mengutamakan perlakuan al-’adālah, 

al-musāwāh dan kemaslahatan umum. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut tidak sesuai 

dengan prinsip (equality before the law) serta perlakuan al-’adālah pada 

perspektif fiqh siyāsah dustūriyah. Oleh karena itu, direkomendasikan perlu 

adanya penafsiran konstitusional terhadap frasa “sarjana hukum” yang 

mencakup semua lulusan program studi hukum yang kompeten dan 

terakreditasi dari perguruan tinggi umum maupun keagamaan. Mahkamah 

Konstitusi hendaknya tidak hanya fokus pada aspek formal legal standing, 

tetapi juga mengutamakan keadilan substantif dalam melindungi hak 

konstitusional warga negara. Sehingga diperlukan revisi regulasi dan 

mekanisme seleksi calon jaksa agar sesuai dengan nilai keadilan dan prinsip 

fiqh siyāsah dustūriyah. 
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